
Majalengka, 24 September 2025 

Kepada Yth. 

Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia 

Up. Sekretariat Wakil Presiden 

Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat 10110 

 

Perihal: Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran Prinsip Sistem Merit dalam Proses 

Pemberhentian ASN PPPK oleh BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Hendi Septian, S.Pd., Gr. 

NIK  : 3210101409940081 

Alamat  : Dusun Majapahit RT 01 RW 04, Desa Leuwikujang, Kec. Leuwimunding, 

  Kab. Majalengka, Jawa Barat 

Nomor HP  : 0895-3739-04706 

Email   : hendi.anyar@gmail.com 

Dengan ini saya menyampaikan pengaduan resmi kepada Bapak Wakil Presiden Republik 

Indonesia sehubungan dengan dugaan ketidaksesuaian prosedur pemberhentian ASN PPPK 

yang saya alami, serta dampaknya terhadap hak dan masa depan profesi saya sebagai 

pendidik. 

 

Uraian kronologi kejadiannya sebagai berikut : 

1. Saya ditetapkan sebagai ASN PPPK Guru instansi Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat terhitung mulai tanggal 01 Maret 2024 sesuai dengan Surat 

Keputusan Nomor: 800.1.2.5/104/BKPSDM.III/2024 tentang Pengangkatan 

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. 

2. Dalam bertugas sebagai guru SD Negeri 1 Nanga Mua yang berlokasi di Desa Nanga 

Mua Kecamatan Arut Utara, saya mengalami beberapa kendala dengan faktor 

geografis yang sulit dijangkau dan adapun masalah finansial yang muncul dalam 

internal keluarga. 

3. Maka dengan kendala yang saya hadapi dalam poin 2, saya membuat keputusan 

untuk mengajukan pengunduran diri sebagai ASN PPPK. 

4. Dengan keputusan saya dalam poin 3, selanjutnya saya melakukan komunikasi 

dengan Kepala Sekolah, Pengawas, bagian Ketenagaan Dinas Pendidikan setempat 

dan BKPSDM Kab. Kotawaringin Barat. 



5. Saat melakukan komunikasi dengan BPKSDM Kab. Kotawaringin Barat, pihak 

terkait memberikan informasi konsekuensi yang saya harus tanggung ketika saya 

mengundurkan diri, yaitu: 

a. Saya akan kena sanksi tidak dapat melakukan pendaftaran kembali untuk CASN 

1 periode pendaftaran. 

b. Saya harus mengembalikan gaji yang masih masuk sampai SK Pemberhentian 

terbit. 

6. Setelah pemaparan informasi tentang konsekuensi pihak BKPSDM, maka saya 

menyetujui konsekuensi tersebut dan tidak ada pertimbangan lain untuk 

melakukan pengunduran diri. 

7. Pada tanggal 03 Mei 2024, saya menyerahkan surat pengunduran diri yang 

mengajukan berhenti terhitung mulai tanggal 01 Juni 2024. 

8. Saya tetap hadir menjalankan tugas sebagai guru SD Negeri 1 Nanga Mua sampai 

akhir bulan Mei. 

9. Pada tanggal 29 Agustus 2024 melalui media whatsapp, saya menerima SK 

Pemberhentian dengan status pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak 

atas permintaan sendiri. 

10. Menyadari bahwa dengan status SK Permberhentian yang dijelaskan dalam poin 9 

dapat disimpulkan bahwa saya tidak bisa melakukan pendaftaran kembali untuk 

CASN selamanya, maka pada tanggal 03 September 2024 melalui media whatsapp 

saya melakukan konfirmasi kepada pihak BPKSDM Kab. Kotawaringin Barat terkait 

penerbitan SK Pemberhentian dengan status tersebut. 

11. Pihak BKPSDM Kab. Kotawaringin Barat memberikan konfirmasi bahwa SK 

Pemberhentian dengan status tersebut sudah sesuai dengan Pertek yang 

diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun pihak BKPSDM 

mengungkapkan bahwa tidak bisa menunjukkan Pertek yang disebutkan untuk 

merujuk pada ketentuan penerbitan SK Pemberhentian tersebut. 

12. Dengan kondisi yang dijelaskan dalam poin 11, maka pada tanggal 05 September 

2024 saya melakukan kunjungan langsung ke Gedung pelayanan terpadu Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan konsultasi terkait SK Pemberhentian 

yang saya dapatkan dan Pertek yang dimaksud oleh pihak BPKSDM Kab. 

Kotawaringin Barat. Dan pada hari ini juga pukul 20:30:54 mengembalikan gaji 

yang masih saya terima ketika sudah tidak aktif dari bulan Juni sampai September 

sebesar Rp. 15.908.000,- 

13. Dalam proses konsultasi, saya menemui dan berkomunikasi dengan berbagai 

pihak, diantaranya: Helpdesk bagian umum, Direktorat Pengadaan dan 



Kepangkatan, Verifikator Direktorat Pengawasan dan Pengendalian bagian Provinsi 

Kalimantan Tengah, dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). Saya 

menceritakan kronologi kepada pihak-pihak yang saya temui sesuai yang saya 

jelaskan dalam poin 1 sampai dengan 11. 

14. Saya mendapatkan jawaban atas kondisi yang saya alami seperti yang dijelaskan 

dalam poin 11 ketika melakukan konsultasi dengan pihak Verifikator Direktorat 

Pengawasan dan Pengendalian bagian Provinsi Kalimantan Tengah. Pihak terkait 

menjelaskan bahwa bergantinya status dari Pemberhentian dengan Hormat Atas 

Permintaan Sendiri menjadi Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas 

Permintaan Sendiri itu bukan merujuk pada Pertek BKN, melainkan merujuk pada 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 dan SK Pemberhentian yang 

saya dapatkan sudah merujuk pada ketentuan PP tersebut. 

15. Pihak Verifikator Direktorat Pengawasan dan Pengendalian bagian Provinsi 

Kalimantan Tengah menambahkan bahwa ketika sudah menetapkan bergantinya 

status SK Pemberhentian dari Atas Permintaan Sendiri menjadi Tidak Atas 

Permintaan Sendiri tersebut sudah dikomunikasikan kepada pihak BKPSDM terkait 

dan memberi arahan untuk menyampaikan hal tersebut kepada pihak ASN PPPK 

yang mengajukan pengunduran diri yaitu salah satunya saya sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengajuan tersebut apakah akan dilanjutkan atau tidak. 

16. Setelah mengetahui penjelasan dalam poin 15, saya menegaskan kembali bahwa 

pihak BKPSDM terkait hanya memberikan informasi kepada saya seperti yang 

dijelaskan dalam poin 5 dan tidak ada informasi lanjutan sampai dengan saya 

menerima SK Pemberhentian tersebut. 

17. Dengan kondisi yang saya jelaskan dalam poin 16, saya yang merasa dalam keadaan 

tidak mengetahui ketentuan yang tercantum pada PP No. 49 Tahun 2018 dan 

hanya mengetahui konsekuensi yang dijelaskan dalam poin 5, maka saya tetap 

melakukan pengunduran diri tanpa ada pertimbangan lain seperti yang saya 

jelaskan dalam poin 6. 

18. Dikarenakan masa tenggang SK Pemberhentian masih berlaku untuk melakukan 

Banding Administratif sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 2 PP No. 

79 Tahun 2021, maka saya melakukan pengajuan Banding Administratif serta 

melampirkan lampiran-lampiran yang diperlukan saat menemui pihak BPASN. 

19. Hasil banding administratif terbit pada tanggal 4 Desember 2024 dengan hasil yang 

menguatkan SK Pemberhentian sebelumnya. Dijelaskan oleh pihak BPASN bahwa 

hasil ini sudah sesuai dengan PP yang berlaku. Namun, pihak BPASN juga 

menyayangkan sikap BKPSDM Kab. Kotawaringan Barat yang tidak memberikan 

informasi lanjutan kepada pihak pengaju sehingga peristiwa ini terjadi. 



20. Pada tanggal 29 April 2025, saya telah melaporkan kasus ini ke DPR RI sebagai pihak 

legislatif negara, dengan nomor tiket pengaduan D255149, yang saat ini masih 

dalam proses di Komisi II. 

21. Pada tanggal 04 Juni 2025, saya telah melaporkan kasus ini ke KemenpanRB 

sebagai pihak eksekutif negara, dengan Tracking ID : #11025041538239, yang saat 

ini masih dalam proses terdisposisi ke pihak Asdep Perencanaan dan Pengadaan 

SDM Aparatur. 

 

Dasar Hukum yang Dilanggar : 

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

• Pasal 2 huruf f: Penyelenggaraan kebijakan ASN harus berdasarkan prinsip 

keterbukaan. 

• Pasal 3 huruf c & d: ASN diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum dan 

keterbukaan. 

• Pasal 9 ayat (2): Manajemen ASN harus berdasarkan sistem merit. 

Pelanggaran: BKPSDM tidak menyampaikan secara lengkap konsekuensi hukum 

(pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri = larangan daftar CASN seumur 

hidup). Hal ini bertentangan dengan asas keterbukaan dan sistem merit. 

 

2. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

• Pasal 10 ayat (1) huruf c: Keputusan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada asas 

keterbukaan. 

• Pasal 17 ayat (2) huruf e: Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan 

wewenang dengan cara mengabaikan prosedur. 

• Pasal 53 ayat (2): Keputusan yang mengandung cacat prosedur atau 

penyalahgunaan wewenang dapat dibatalkan. 

Pelanggaran: Proses pengunduran diri saya tidak didasarkan pada informasi penuh. Ada 

“cacat prosedur” karena pejabat tidak memberikan informasi yang seharusnya saya ketahui 

untuk mengambil keputusan secara sadar (informed decision). 

 

3. PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 

• Pasal 54 ayat (1): Pemberhentian PPPK dapat dilakukan atas permintaan sendiri. 



• Pasal 54 ayat (2) huruf a: Bisa juga diberhentikan dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri. 

Pasal ini memang jadi dasar SK pemberhentian. Namun masalahnya bukan di PP, melainkan 

cara BKPSDM menerapkannya. Mereka seharusnya menjelaskan kemungkinan perbedaan 

status SK kepada Anda sebelum memproses pengunduran diri. 

 

4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

• Pasal 4 huruf c: Penyelenggaraan pelayanan publik harus berdasarkan kepastian 

hukum. 

• Pasal 18 huruf e: Hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan 

jujur. 

Pelanggaran: Informasi yang diberikan BKPSDM kepada saya tidak lengkap dan menyesatkan 

(hanya disebut tidak bisa ikut 1 periode CASN, padahal akibatnya seumur hidup). 

 

Sebagai tambahan latar belakang, izinkan saya menyampaikan bahwa: 

1. Saya pernah memiliki karir yang baik di bidang Human Resource Development dan 

telah merintis karir tersebut dari nol. Namun, saya memutuskan untuk berhenti dari 

karir tersebut demi mengejar cita-cita saya menjadi seorang guru. 

2. Saya adalah seorang kepala keluarga yang dengan penuh keberanian dan harapan rela 

mengorbankan stabilitas hidup dan karir sebelumnya demi memulai kembali dari awal 

sebagai Guru yang menjadi profesi cita-cita saya. 

3. Saya dengan sadar dan tanpa paksaan mundur dari karir sebelumnya untuk 

melanjutkan kuliah Profesi Pendidikan Guru yang dibiayai oleh Kemendikbudristek 

melalui program PPG Prajabatan, dan sudah menyelesaikan Pendidikan sehingga 

sekarang sudah memiliki Sertifikat Pendidik. 

4. Akibat peristiwa ini, karir yang saya bangun selama bertahun-tahun telah berakhir, 

dan cita-cita saya sebagai guru hampir sirna. Meskipun saya masih memiliki semangat 

untuk mengabdi, namun secara ekonomi dan psikologis saya sangat terdampak jika 

harus kembali menjadi guru honorer tanpa kepastian. 

5. Oleh karena itu, saya siap untuk ditugaskan kembali di tempat tugas sebelumnya, 

karena sesungguhnya jika saya mendapatkan informasi tentang perubahan redaksi SK 

tersebut, saya tidak akan melanjutkan proses pengunduran diri dan saya akan tetap 

menjalankan tugas saya dengan penuh tanggung jawab. 

 



Permohonan Saya kepada Bapak Wakil Presiden: 

1. Agar Kementerian PANRB atau kantor Sekretariat Wakil Presiden langsung melakukan 

klarifikasi dan evaluasi terhadap prosedur pemberhentian ASN PPPK yang dilakukan 

oleh BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sistem merit ditegakkan 

dalam setiap pengelolaan manajemen ASN, terutama dalam hal pemberhentian 

khususnya perlakuan oleh BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap saya. 

3. Memberikan rekomendasi pemulihan status administratif saya, apabila ditemukan 

bahwa pihak BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan kelalaian prosedural 

yang menyebabkan saya diberhentikan tanpa dasar informasi yang lengkap. 

 

 

Dokumen Pendukung: 

• KTP dan KK. 

• Scan Surat Paklaring sebagai bukti karir sebelumnya. 

• Surat pengunduran diri saya. 

• SK Pemberhentian ASN PPPK. 

• Bukti komunikasi dengan BKPSDM. 

• Hasil banding administratif dari BPASN. 

• Screenshot Tiket laporan DPR RI (D255149). 

• Screenshot bukti laporan KemenpanRB melalui kanal www.lapor.go.id. 

Demikian surat pengaduan ini saya sampaikan. Saya siap memberikan klarifikasi lanjutan atau 

menghadiri proses pemeriksaan jika diperlukan. 

Atas perhatian dan tanggapan dari Bapak/Ibu di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, saya 

ucapkan terima kasih. 

Hormat saya, 

 

 

 

Hendi Septian, S.Pd., Gr. 
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